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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1. Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti dinyatakan dalam Penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)%,
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (rechtsstaat), artinya
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945 yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga
Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak
ada kecualinya. Sampai sekarang, pemerintahan yang di pimpin oleh Bapak
Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Ir. Haji Joko Widodo bersama
wakilnya Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla. Pembangunan nasional dibidang
hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan
rasa aman dan tentram. Dalam usaha mempertahankan Pancasila sebagai dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan bahaya ajaran Komunisme

atau Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentanggan dengan agama, asas-asas

! Undang-Undang Dasar 1945.



dan sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang bertumbuh dan dari tindak kejahatan
lainnya yang membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kekuasaan (machtsstaat).
Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Harus diakui, masalah hukum tidak dapat dipisahkan
dari masyarakat pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Ini berarti hukum di Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayahnya terbentang luas dari Sabang
ujung Barat ke Merauke di ujung Timur serta Miangas di ujung Utara ke pulau Rote
di ujung Selatan pun tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan wilayah
Indonesia, serta perjalanan sejarahnya. Berhubung dengan itu, materi hukum di
Indonesia harus di gali dan dibuat dari nilai-nilai itu dapat berupa kesadaran dan
cita hukum (rechtsidee), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa,
perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian, cita politik, sifat, bentuk, dan tujuan
negara, kehidupan kemasyarakatan, keagamaan, dan sebagainya. Dengan kata
perkataan lain, sedapat mungkin hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
harus bersumber dari bumi Indonesia sendiri.?

Apabila memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat,
ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum adalah masyarakat.
Sekalipun demikian, hal ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa yang
dimaksud dengan masyarakat disini adalah hubungan antar individu dalam suatu

kehidupan bersama (bermasyarakat). Inipun masih belum selesai. Sumber hukum

2 Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, him.
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sebenarnya adalah kesadaran masyarakat tentang apa yang dirasahkan adil dalam
mengatur hidup ke masyarakatan yang tertib dan damai. Jadi sumber hukum
tersebut harus mengalirkan aturan-aturan (norma-norma) hidup yang adil dan
sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum (nilai-nilai) masyarakat, yang dapat
menciptakan suasana damai dan teratur karena selalu memperhatikan (melindungi)
kepentingan masyarakat.®

Otoritas hukum harus membatasi kegiatan orang-orang yang menjadi
kekuatannya, tetapi pada saat yang sama efektivitas pewaris pada akhirnya
tergantung pada kemampuan mereka untuk mendapatkan kepatuhan publik secara
sukarela dengan arahan mereka. Perilaku sukarela yang dilakukan oleh warga
negara merupakan prekursor yang penting bagi keefektifan menunjukkan perlunya
mengeksplorasi prespektif kedua tentang hubungan dan pihak yang mereka pimpin.
Apa yang orang pikirkan ketika mereka mengevaluasi legitimasi pihak berwenang.
Dengan kata lain, masalah legistimasi perlu dieksplorasi dari perspektif publik. Ini
berarti menanyakan apa yang diinginkan orang dari pihak berwenang. Melakukan
hal itu memusatkan perhatian pada psikologi orang tersebut.* Citra orang yang telah
mendominasi diskusi baru-baru ini dalam litelatur tentang hukum dan ilmu sosial
telah ditarik dari bidang ekonomi dan diperluas ke arena hukum dalam teori kontrol
sosial dan pilihan publik. Telah dicatat bahwa model-model kontrol sosial secara
tradisional menjadi pusat studi kepatuhan, dan penekanan ini telah berkembang

ketika model-model pilihan publik semakin mendominasi beasiswa hukum.

3 Darji Darmodiharjo, Op. Cit., him. 207.
4 Tyler, Rasinski, dan Griffin 1986.



Sebagai konsekuensi dari dominasi ini, perspektif pihak berwenang tentang
kepatuhan telah memfokuskan berat pada masalah kontrol sosial. Sama benarnya
bahwa diskusi tentang keprihatinan warga negara dalam urusan mereka dengan
pihak berwenang telah didominasi oleh masalah-masalah instrumental. Telah
dipercaya secara luas bahwa orang mengevaluasi otoritas hukum dalam hal
kesesuaian hasil yang diberikan oleh otoritas.

Model pilihan publik menawarkan dasar langsung dimana warga negara dapat
mendukung otoritas ini. Pihak berwenang memberikan hasil yang diinginkan dan
positif. Ini benar apakah orang mengevaluasi seseorang petugas kepolisian dengan
siapa mereka baru berurusan atau membuat penilaian umum atas dukungan mereka
terhadap pengadilan. Dalam kedua kasus tersebut, orang-orang prihatin dengan
bagaimana prilaku penjabat di massa lalu di massa mendatang akan
menguntungkan kepentingan pribadi jangka pendek mereka. Jika mereka
memanggil polisi, misalnya, orang akan mengevaluasi mereka menyelesaikan
masalah yang dihadapi.® Kedua penganut teori pilihan publik dan beberapa
penganut teori psikologi kepemimpinan berpendapat bahwa dukungan untuk
otoritas hukum terkait dengan kemampuan pihak berwenang untuk memberikan
hasil yang menguntungkan, bahwa warga negara mematuhi dan memandang
sebagai otoritas dan institusi yang sah yang menghasilkan hasil positif bagi

mereka.’

° Downs 1957; Laver 1981; Shapiro 1969; Tyler 1986 b.
® Hollander 1978; Hollander dan Juliana 1970.



Studi tentang pengalaman pribadi dengan polisi dan pengadilan juga
mengasumsikan bahwa tingkat kepuasan warga negara terhadap otoritas hukum
sebagaian besar ditentukan oleh konser instrumental, seperti hasil yang disukai.
Beberapa penelitian telah meneliti hubungan antara kepuasan dengan polisi dan
faktor-faktor lain, seperti apakah orang diwawancarai adalah korban kejahatan,
waktu yang dibutuhkan polisi untuk menanggapi pangilan dan apakah polisi
menyelesaikan masalah.” Demikian pula, penelitian tentang pengalaman warga di
pengadilan telah menghubungkan reaksi mereka dengan kesukaan terhadap vonis
nomab novitosle ol 0.8 Pilihan publik perspektif juga mengarahkan perhatian pada
aspek-aspek transaksi warga dengan polisi dan pengadilan yang tampak
membingungkan dari sudut pandang ekonomi, misalnya, polisi hanya bisa berbuat
sedikit untuk mempengaruhi masalah sosial seperti kejahatan, mengapa terhadap
polisi umumnya positif? Mengambil satu contoh nyata: jika rumah seseorang
dibobol, kemungkinan polisi dapat memulihkan harta curian itu hampir nol. Namun
orang biasanya melaporkan kepuasan dengan bagaimana polisi menangani situasi
seperti itu, bahkan ketika tidak ada yang pulih.® Dari perspektif yang berorientasi
pada hasil, ini tampaknya paradoks.

Salah satu alternatif untuk mengevaluasi pihak berwenang dari perspektif yang
sepenuhnya didasarkan pada hasil adalah melihat evaluasi sebagai hasil dari tingkat

hasil yang diterima orang relatif terhadap harapan mereka.'® Ini adalah dasar dari

" Kelling et al. 1974; Taman 1976; Skogan 1975
8 Yakub, 1969.

® Taman, 1976.

10 Helson, 1964.



teori tingkat adaptasi, yang menyatakan bahwa perasaan keseimbangan psikologis
berkembang pada tingkat sumber daya yang membuat orang menjadi terbiasa.
Hasil yang melebihi atau gagal pada level ini melanggar harapan, menghasilkan
keadaan psikologis yang tidak menyenangkan.

Teori lever adaptasi fokus pada pelanggaran dalam hasil yang diharapkan,
mungkin juga orang bereaksi terhadap pelanggaran dalam prosedur yang
diharapkan.!* Contoh dari arena politik dan hukum dari teori harapan yang
dilanggar adalah model Kurva-J dari perampasan relatif yang digunakan oleh
Davies. Davies menemukan bahwa ketidak puasan masyarakat dihasilkan dari
ekspektasi yang dilanggar, dan bahwa warga kerusuhan ketika mereka tidak
melakukannya. Menerima tingkat sumber daya yang mereka harapkan berdasarkan
alokasi sumber daya masa lalu.'? Perspektif ini menggunakan konsep psikologis
harapan bahwa tidak ada referensi dibuat untuk konsep keadilan yang layak. Orang
memungkinkan menjadi kesal jika mereka tidak mendapatkan apa-apa yang orang
inginkan dari otoritas hukum, mereka mengharapkan, tanpa berpikir bahwa tidak
adil bahwa mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Alternatif untuk
perspektif ini berdasarkan pada hasil yang disukai adalah model-model psikologis
yang menekankan kepedulian masyarakat terhadap keadilan dalam berurusan

dengan otoritas hukum dan politik.*

"Davies, 1962, 1968.
12 awler, 1977.
13 Tomr. Tyler, Why People Obey The Law, Copyright 1990 by Yale University, Page, 71-73.



Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan
permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan
maupun globalisasi dunia terhadap teknologi yang semakin berkembang terutama
yang sekarang ini dibidang dijitel teknologi. Adapun yang mengalami perubahan
tersebut adalah perkembangan dari undang-undang Hak Cipta. Yang terdiri dari,
Auteurswet 1912, Indonesia pada waktu itu bernama Netherlands East-Indies
telah menjadi anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic
Work sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu pada tahun 1942
sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak
Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku.’® Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan
pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelaturan yang
telah ada sebelumnya peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kecuali Undang-Undang tentang Paten yang dianggap masih bertentanggan

14 Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Hak Cipta
yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817; sebelum tahun ini Undang-Undang Hak Cipta yang lebih
awal mendahuluinya yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan
pada tahun 1803. Baru setelah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta nasional selama 110 tahun,
Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886. Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori
dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade.

5 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Belanda,
untuk mengajukan permohonan Paten dapat diajukan di kantor Paten yang berada
di Batavia yang sekarang namanya Jakarta sedangkan mengenai pemeriksaan
terhadap permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada
di Belanda.®

Seiring berjalanya waktu pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik
Indonesia mengeluarkan kebijakan yang merupakan pengumuman berupa
perangkat peraturan nasional yang pertama untuk mengatur Undang-Undang
tentang Paten, yaitu dengan diumumkanya melalui pengumuman Menteri
Kehakiman Nomor. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara
permintaan Paten yang ada dalam Negeri (di Indonesia) dan pengumuman Menteri
Kehakiman Nomor. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara
permintaan Paten luar Negeri.

Setelah delapan tahun tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah
Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang
Merek Perusahaan Perniagaan dan Merek (UU Merek 1961) untuk mengantikan
Undang-Undang Merek Kolonial Belanda. Undang-Undang Merek Tahun 1961
yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang Hak Kekayaan
Intelektual. Berdasarkan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, yang

berbunyi "Undang-Undang ini dapat disebut Udang-Undang Merek Tahun 1961

16 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



dan mulai berlaku satu bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan”. Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek tersebut mulai berlaku pada tanggal
11 Nopember tahun 1961. Penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
tentang Merek dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang
tiruan atau palsu atau bajakan. Sekarang setiap tanggal 11 Nopember yang
merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tentang Merek juga
ditetapkan sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.!’

Pada tanggal 10 Mei tahun 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris (Paris
Covention For the Protection of Industrial Property Stockholm Revision tahun
1967) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. Partisipasi
Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat
pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan
Pasal 12 dan Pasal 18 ayat (1). Setelah Konvensi Paris berjalan hampir tiga tahun
lamanya tepatnya pada tanggal 12 April tahun 1982 Pemerintah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982)
untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan kolonial Belanda.
Tujuan pengesahan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk

mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di

7 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan
kehidupan bangsa.'®

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem Hak Kekayaan
Intelektual di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia
membentuk sebuah tim khusus di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui
Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebuah
Tim Keppres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup penyusunan
terhadap kebijakan nasional khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual,
perancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual
dan sosialisasi sistem Hak Kekayaan Intelektual di kalangan instansi pemerintah
terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Tim Keppres 34 selanjutnya
membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam
menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem Paten di tanah air. Setelah
Tim Keppres 34 merevisi kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten yang
telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah
mengesahkan Undang-Undang tentang Paten. Sebelumnya, pada tanggal 19
September tahun 1987 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7

Tahun1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas Undang-Undang Nomor

18 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



12 Tahun 1987 dilakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta
yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan Kreativitas
masyarakat. Seiring berjalanya pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Pemerintah Indonesia menandatanggani sejumlah kesepakatan bilateral di bidang
Hak Cipta sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut.*®

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 ditetapkan
pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih
fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit
eselon Il di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan,
Departemen Kehakiman. Pada masa itu, Rancangan Undang-Undang tentang Paten
telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 13 Oktober tahun 1989,
yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 (UU
Paten 1989) pada tanggal 1 Nopember tahun 1989. Undang-Undang Paten tahun
1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus tahun 1991. Pengesahaan Undang-Undang
tentang Paten Tahun 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa
pentingnya sistem Paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana
dinyatakan dalam pertimbangan Undang-Undang Paten Tahun 1989, perangkat
hukum di bidang Paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan
mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi-

teknologi baru, hal ini dikarenakan dalam pembanggunan nasional secara umum

Bhttps://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki perana sangat penting untuk
mengembangkan dari hasil pemenuannya. Tujuan pengesahan Undang-Undang
tentang Paten Tahun 1989 juga dimaksudkan agar dapat masuknya investor asing
dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri, dalam upaya untuk
mengembangkan sistem Kekayaan Intelektual termasuk Paten di Indonesia bukan
semata-mata karena adanya tekanan dari Dunia Internasional namun juga karena
kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual yang efektif .2

Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992) pada tanggal 28 Agustus tahun 1992
yang mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April tahun1993. Undang-Undang
tentang Merek Tahun 1992 menggantikan Undang-Undang tentang Merek
Tahun1961. Pada tanggal 15 April tahun 1994 Pemerintah Republik Indonesia
telah menandatanggani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotitations yang mencakup Agreement on Traded Related
Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS). Setelah berjalan tiga
tahun lamanya pada tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat
peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual yaitu Undang-
Undang tentang Hak Cipta Tahun 1987 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982,

Undang-Undang tentang Paten Tahun 1989 dan Undang-Undang tentang Merek

20 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



Tahun 1992. Sebelum berakhirnya tahun 2000 telah disahkan tiga Undang-Undang
baru di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desai
Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu.?

Sebagai upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di
bidang Kekayaan Intelektual dengan Persetujuan TRIPS (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights), pada tahun 2001 Pemerintah Republik Indonesia
mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua Undang-Undang ini
menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan
tahun 2002 didalam Undang-Undang Hak Cipta yang menggantikan undang-
undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkan.??

Dalam kurun waktu kira-kira dua belas tahun penggantian Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan
nasional dan memperhatikan keseimbangan antara Kepentingan Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta

memperhatikan ketentuan dalam perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta dan

2L https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.
22 https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekeyaan-intelektual-ki. di unduh pada hari
rabu 20 September 2019.



Hak Terkait.?® Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini
memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi Kkreatif, makan
diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara
dapat lebih optimal. Disamping itu perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Tentang Hak
Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki

peranan strategis dalam pengembangan Hak Cipta.

1.1.2. Pandangan Para Ahli tentang Negara Hukum

Negara kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Reinventing Depsos, dimana

paling tidak ada empat mengenai kesejahteraan:*

1) Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian yang seringkali
merujuk pada suatu istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai
kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. George
Midgley membuat definisi atas kesejahteraan sosial sebagai, ".... a
condition or state of human well-being.” Dalam artian yang sebenarnya
dimaksud adalah kondisi dimana manusia tidak kekurangan satu apa pun
dan segala kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Tak hanya itu saja
manusia pun harus terbebas dari segala ancaman yang bisa merusak sendi

-sendi kehidupan.

23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

24 Midgley, James and Martin B. Tracy and Michelle Livermore, Introduction: Social Policy and
Social Welfare dalam James Midgley and Martin B. Tracy and Michelle Livermore (eds), The
Handbook of Social Policy, London: Sage, 2000, him. Xi-xv.



2) Sebagai pelayanan sosial. Di Negara Inggris, Negara Australia dan
Negara Selandia Baru pelayanan sosial diberikan dalam 5 (lima) bentuk
yaitu: jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan,
perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).

3) Sebagai tunjangan sosial. Di Negara Amerika Serikat tunjangan sosial di
khususkan buat orang tidak mampu (warga miskin), ditujukan bagi
warga miskin, cacat, tidak bekerja (pengangguran) hal itu memunculkan
konotasi buruk bahwa istilah kesejahteraan lebih tepat dinamai sebagai
'social illfare, bukan 'sosial welfare'.

4) Sebagai proses atau usaha terencana, dimana hal ini dilaksanakan oleh
perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan
pemerintahan demi meningkatkan kualitas kehidupan (sebagai pengertian
pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian kedua) dan
tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Secara garis besar, suatu Negara kesejahteraan merujuk pada suatu model ideal
tentang pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dengan cara
melalui pemberian peran yang penting dan besar kepada Negara untuk dapat
memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh dan komprehensif kepada
warganya. Paul Spicker menyatakan bahwa "... stands for a developed ideal in
which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible

standards."?

25 Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif Umkn (kebijakan negara membuat umkn maju dan
berdaya saing), Penerbit PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2014, him. 27-28.



Dalam kepustakaan Indonesia sudah tidak asing lagi dalam mengunakan istilah
"negara hukum", sebagai terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda
"rechtsstaat".?® Penggunaan istilah rechsstaat juga terdapat dalam Penjelasan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di negara-negara
Eropa Kontinental, terdapat pengunaan istilah yang berbeda-beda antara satu
dengan negara lainnya. Di Perancis populer dengan pemakaian istilah etat de droit,
sementara di Jerman dan Belanda digunakan istilah yang sama yaitu rechtsstaat.
Istilah-istilah etat de droit atau rechtsstaat yang digunakan dalam paham Eropa
Kontinental adalah istilah-istilah yang terdapat padanan kata yang tepat dalam
sistem hukum inggris, meskipun ungkapan legal state atau state according to law
atau the rule of law mencoba mengungkapkan suatu ide yang pada dasarnya sama.

Menurut Albert Venn Dicey mengidentifikasi 3 (tiga) elemen atau unsur the rule
of law yaitu:%’

a. The absolute predominance of the law (keunggulan mutlak  hukum);

b. Equality before the kaw (persamaan di hadapan hukum); and

c. The concept according to which the constitution is the result of the

recognition of individual right by judges (konsep yang berdasarkan
dasarkan konstitusi adalah hasil dari pengakuan hak-hak individual oleh

para hakim).

%6 0. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, him. 27.
2 Brewer-Carias dari j.j Rousseau, Du Contract Social, Book I, ch. IV Ronald Grimsley, Oxford,
1972, him. 37.



Menurut Albert Venn Dikey mengenai negara hukum (the rule of law) yang
telah mengalami  perluasan pengertian, sebagaimana HW.R. Wade
mengidentifikasi lima aspek the rule of law, yaitu:

a. Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum;

b. Pemerintah  harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui
peraturan perundang-undangan dan perinsip-perinsip yang membatasi
kekuasaan diskresi;

c. Sengketa mengenai  keabsahan (legality) tindakan pemerintah akan
diputuskan oleh pengadilan yang murni independen dari  eksekutif;

d. Harus seimbang (even-handed) antara pemerintah dan warga negara;
dan

e. Tidak seorangpun  dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang

ditegaskan menurut Undang-Undang.?

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa adanya suatu
pemerintahan yang berlandaskan konstitusi akan terlihat dari tiga unsur, yaitu
adanya pemerintah yang dilaksanakan untuk kepentingan umum, adanya
pemerintahan yang dilaksanakan oleh hukum yang berdasarkan atas ketentuan-
ketentuan umum dan bukan dibuat secara semena-mena, dan adanya pemerintahan
yang dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan atas paksaan tekanan.
Aristoteles mengatakan "Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu

negara, dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan, dan

28 H W.R. Wade. Administrative Law, Oxford, 1984, him. 22-24.



apa akhir dari setiap masyarakat, kontitusi merupakan aturan-aturan, dan penguasa
harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut." Oleh karena itu paham-
paham rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan terhadap absolutisme sehingga
perkembangannya bersifat revolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum
konstinental yang disebut "civil law™" atau "modern Roman Law". Ciri negara
hukum pada masa itu dilukiskan sebagai "negara penjaga malam”
(nachtwakersstaat), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban
umum dan keamanan (de openbare orde en veiligheid).?

Dalam perkembangan paham negara hukum liberal menurut Immanuel Kant,
telah mengalami penyempurnaan dengan munculnya paham negara hukum formal,
yang diketengahkan oleh Frederich Julius Stahl, dengan unsur-unsur utamanya,
sebagai berikut:

a. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan  negara
harus  berdasarkan  atas teori trias politica adalah  pemisahan
kekuasaan negara menjadi tiga;

1) Kekuasaan eksekutif (pelaksanaan undang-undang);

2) Kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), dipegang oleh
satu orang atau lebih banyak orang, mungkin terus menerus
berlangsung  atau berlangsung secara berselang - selang dan

merupakan kekuasaan tertinggi dalam setiap persemakmuran,

29 p. De Haan, Th. G. Druksteen, R. Fernhout, Bestuursrecht in de Sosiale Rechtsstaat, deel I, Kluwer-
Deventer, 1986, him. 8.



akan tetapi, pertama-tama, kekuasaan pembuat undang-undang
ini bukan, dan tidak dapat merupakan, kekuasaan yang bersifat
sekehendak hati belaka atas hidup dan harta milik orang-orang,
kekuasaan pembuat undang-undang adalah kekuasaan bersama

setiap anggota masyarakat, yang diberikan kepada orang atau

majelis yang menjadi pembuat undang-undang (legislator) itu,

maka tidak dapat melebihi apa yang dimiliki oleh orang-orang itu

dalam keadaan Alam sebelum mereka membentuk masyarakat

dan memberikannya kepada masyarakat;

3) Kekuasaan yudikatif atau kehakiman (pengawas pelaksanaan

undang-undang);

b. Dalam menjalankan  tugasnya, pemerintah harus berdasarkan atas
undang-undang (wet matig bestuur);

c. Jika  dalam menjalankan  tugasnya berdasarkan Undang-Undang,
pemerintah masih melanggar hak asasi (campur-tangan
pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada
pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Pendapat Frederich Julius Stahl diatas menunjukkan bahwa tujuan dari
negara hukum adalah untuk melindungi hak-hak azasi manusia dengan cara
membatasi dan mengawasi kekuasaan negara dengan peraturan perundang-

undangan. Negara tidak boleh memperluas kekuasaannya, selain yang digaris oleh

30 M Sastrapratedja, Kuasa itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesunggunya, Ruang Lingkup,
dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), him. 107.



peraturan perundang-undangan yang bersifat wetmatig. Setiap tindakan yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan onwetmatig,
meskipun bagi warga masyarakat bermanfaat dan mensejahterakan.3!

Sedangkan untuk menjalankan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, semua yang dilaksanakan oleh pemerintah harus
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan yang diamanahkan
oleh rakyat Indonesia sekarang ini pada pemerintahan yang di pimpin oleh Bapak
Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Ir. Haji Joko Widodo dan Wakil

Presiden Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla.

1.1.3. Instrumen Undang-Undang Untuk Menyejahteraaan Rakyat

Sebagai warga negara harus mentaati Undang-Undang, kareana Undang-
Undang adalah adil atau benar, karena Undang-Undang itu personifikasi dari
negara sosialis yang bertujuan untuk kepentingan semua dan bukan untuk
kepentingan sebagian orang atau golongan tertentu saja. Indonesia adalah negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-
beda seperti memberikan perlindungan:

1.1.3.1. Didalam bidang ekonomi disusun;

31 Marwan Effendy, Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum
pidana, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), him. 49-50.



a. Didalam bidang Hak Kekayaan Intelektuan (HAKI) seperti

memberikan perlindungan hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap
berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta  selama
pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh
hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut
kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan,®® dengan adanya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta mempunyai tujuan untuk kepentingan nasional dan
memperhatikan keseimbangan antara pencipta, pemegang hak cipta
atau hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan
dalam perjanjian Internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini
memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif,
maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi
perekonomian negara dapat lebih optimal. Disamping itu kemajuan
jaman terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
maka perlunya variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta
ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi

memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di

%2 pasal 17, ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahan 2014 tentang Hak Cipta.



sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini,
agar dapat fungsi positif dapat dimaksimalkan dan dampak negatif
dapat diminimalkan sehingga kepercayaan negara terhadap negara
lain mempunyai peranan penting untuk dapat membuat investor dari
negara lain masuk untuk investasi ke Indonesia.

b. Didalam bidang Pasar Modal, Pasar Modal mempunyai peran yang
strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber
pembiayaan bagi dunia usaha untuk mendapatkan investor dalam
permodalan dengan melakukan IPO (Initial Public Offering)
melalui Bursa Saham untuk di perdagangkan dan wahana investasi
bagi masyarakat, bahwa pasar modal dapat berkembang dibutuhkan
adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin
kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar
modal serta melindungi kepastian masyarakat atau investor dari
praktek yang merugikan, oleh karena itu negara melindunggi
dengan adanya instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal.®® Tujuanya agar kegiatan pasar modal dapat
dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar
masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan
dan tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dibidang

pasar modal, otoritas jasa keuangan mempunyai kewenangan untuk

3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal. Untuk menjamin agar
memudahkan pemeriksaan tersebut dapat terlaksana dengan lancar
dan tertib dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari pihak
yang diperiksa, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah tentang
tata cara pemeriksaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 100
ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal;

c. Didalam bidang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) melakukan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa
keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di
sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga jasa keuangan lainnya.3* Terjadinya proses globalisasi
yang perlu penyesuaian dalam sistem keuangan dan pesatnya
kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah
menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan
saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk
maupun kelembagaan. Di samping itu dengan adanya lembaga jasa

keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai

34 Pasal 6, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.



subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas
transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem
keuangan, semakin maju dan berkembangnya teknologi semakin
banyak permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang
meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan
konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem
keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan
lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.
Sehubungan dengan kemajuan teknologi dan gobalisasi dalam
transaksi sistem keuangan maka perlunya negara hadir untuk
penataan kembali struktur perorganisasian dari lembaga-lembaga
yang melaksanakan tugas pengaturan maupun pengawasan di sektor
jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal,
perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa
keuangan lainnya. Penataan dimaksud agar dapat dicapai
mekanisme koordinasi yang lebih efektif da dalam menangani
permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat
lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan
maupun pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan
tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dengan baik.

. Didalam bidang Asuransi, Negara telah hadir dengan adanya
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pengaturan dan perlindungan yang mencakup perusahaan asuransi



itu sendiri dan juga pemegang polis atau nasabah, Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian berusaha memastikan
agar nasabah jangan sampai dirugikan. Sanksi administratif dan
pidana akan menanti perusahaan asuransi yang telah terbukti curang
dan mempunyai etika tidak baik dalam menjalankan usaha
perasuransian di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan
dan pengawasan pelaksanaan usaha asuransi yang dilakukan oleh
perusahaan asuransi diawasi secara langsung oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), pengawasan ini juga diharapkan mampu
mengurangi dan menekan usaha asuransi yang tidak mempunyai ijin
dari instansi yang telah ditunjuk oleh pemerintah, agar sektor ini
dapat menguntungkan negara dalam perkembangan sektor ekonomi
secara lebih besar dan melindungi pemilik-pemilik kepentingan
asuransi termasuk masyarakat yang sudah menjadi pemilik polis
asuransi. Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung
yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun
polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal
apabila tertanggung, melanggar kondisi-kondisi tertentu dari
polis.®® Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian, bahwa asuransi adalah perjanjian

antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,

% Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), him.19.



yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi
sebagai imbalan untuk; memberikan pengantian kepada tertanggung
atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul,
kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis
karena terjanya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan
pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung atau
pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan
manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada
hasil pengelolaan dana.®

e. Didalam bidang teknologi internet yang biasanya disebut Dunia
maya, Negara telah hadir untuk mengatur perkembangan dan
kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam
berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya
bentuk-bentuk perbuatan hukum. Bahwa globalisasi informasi telah
menempatkan Indonesoa sebagai bagian dari masyarakat Informasi
Dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai
pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional

sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara

% pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.



1.1.3.2.

optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna
mencerdaskan kehidupan bangsa, karena banyak manfaat teknologi
informasi dalam Dunia bisnis dan pertumbuhan perekonomian
nasional untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan instrumen untuk dapat melindunggi maka dengan adanya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau
sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronic data
insterchange (IED). Surat elektronik (electronic mail), telegram,
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol, atau performasi yang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.®’

Didalam bidang politik seperti kebijakan hukum merupakan
bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement
policy) atau pembangunan hukum. Kebijakan hukum pidana
mencakup bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil
termasuk sistem pemidanaan. Menurut Sudarto, pengertian
kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari  politik

38

hukum maupun dari politik kriminal, yaitu merupakan:*° usaha

%7 Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

3% Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, him 20.



untuk mewujudkan peraturan- peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara
melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-
peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan
untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, jangankan
di negara yang kecil, lebih-lebih lagi di negara yang besar seperti
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, sebagai suatu
negara modern dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta
orang, dengan wilayahnya terbentang luas dari Sabang di ujung
Barat ke Merauke di ujung Timur serta Miangas di ujung Utara ke
pulau Rote.*® Dibidang politik instrumen pemisahan kekuasaan dan
pembagian kekuasaan merupakan konsep mengenai pemisahan
kekuasaan (separation of power) yang dapat dibedakan antara
pengertian sempit dan pengertian luas. Didalam pengertian luas,
konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) mencakup
pengertian pembagian kekuasaan biasa disebut division of power
(distribution of power). Pemisahan kekuasaan merupakan konsep
hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, sedangkan konsep
pembagian kekuasaan bersifat vertikal. Secara horisontal, kekuasaan

negara dapat dibagi kedalam beberapa cabang kekuasaan yang

39 Teguh Prasetyo, Filsafat Pemilu, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018), him. 9.



dikaitkan dengan fungsi lembaga-lembaga negara tertentu, yaitu
Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan dalam konsep
pembagian kekuasaan (distribution of power atau division of power)
kekuasaan negara dibagikan secara vertikal dalam hubungan atas
bawah.*

1.1.3.3. Didalam bidang Sosial dan Budaya, Negara Kesatuan Republik
Indonesia turut serta mengatur dengan instrumen untuk dapat
mencapai masyarakat yang memegang teguh Pancasila dan Undang-
Undung Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
terhadap Pendidikan Tinggi dengan cara mengeluarkan kebijakan
Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor:
44/DIKTI/KEP/2006  Tentang  Rambu-rambu  Pelaksanaan
Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan
Tinggi, khususnya yang berkaitan dengan pokok-pokok Substansi
Kajian IImu Sosial dan Budaya Dasar sebagai salah satu bidang yang
ada di dalamnya.*
Semakin berkembangnya dan kemajuan teknologi sifat keilmuannya
bertolak pada pandangan ilmu-ilmu sosial dan budaya manusia
sebagai perwujudan perkembangan peradaban. Meskipun tidak

semua pirinsip-pirinsip keilmuan tersebut dapat diacu, sifat-sifat

40 Trubus Rahardiansah P, Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep dasar Relevansinya untuk llmu
Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2014), him. 155.
41 pandji Setijo, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2018), him.v.



keilmuanya diharapkan tetap mempertahankan kepentingan ilmiah
dan rasionalitas. Rasionalitas yang dimaksud adalah kebenaran
ilmiah yang berlandaskan pada bidang ilmu masing-masing.
Keadaan yang seperti itu didasarkan pada kenyataan bahwa bidang
ilmu sosial, budaya, dan peradaban manusia memiliki prinsip
keilmuan tersendiri. Pada bidang ilmu-ilmu sosial misalnya, akan
tetap berpegang teguh pada perinsip tata nilai, norma, dan aturan-
aturan yang sesuai dengan ilmu sosial, sedangkan dibidang budaya
juga harus mengedepankan studi ilmiah yang mampu menunjukkan
adanya bentuk perkembangan budaya dan peradapan manusia yang
sesuai dengan sifat dari disiplin ilmu itu sendiri. Studi dari ilmu-ilmu
tersebut tentu saja akan tetap berada pada koridor ilmiah dan
rasionalitas.*?

Ada tiga masalah diera perkembagan bangsa Indonesia saat ini,
antara lain:* Pertama, keberadaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang majemuk terdiri dari keanekaragaman suku bangsa,
agama, bahasa, budaya, kebiasaan sehari-hari, adat istiadat dan
sebagainya rentan untuk diadu domba bisa berakibat rentan
perpecahan. Kedua, pembangunan yang dilaksanakan banyak
menimbulkan perubahan-perubahan dalam sistem nilai budaya hinga

perlunya persiapan generasi bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai

43pandji Setijo, Op. Cit., him. viii.



moral dalam secara manusiawi dan berakhlak tinggi. Ketiga,
kemajuan teknologi yang sangat cepat dibidang komunikasi
masyarakat dan transportasi yang sekarang ini terus dibangun oleh
Pemerintahan disetiap daerah-daerah untuk dapat menghubungkan
daerah satu sama lainnya dengan mudah dan cepat dengan biaya
murah ini dapat secara tidak langsung akan berdampak pada
intensitas persinggunggan antar Suku Bangsa, baik yang ada dalam
Negeri maupun dengan dunia luar. Hal tersebut tidak semuanya
menguntungkan sehingga perlu dipersiapkan lebih awal generasi
bangsa yang tangguh disertai dengan mentalitas dan moralitas
masyarakat Indonesia yang berakhlak Pancasia dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlunya Pendidikan Sosial dan Budaya untuk membangun manusia
Indonesia melalui kacamata ilmu sosial dan budaya dasar yang
merupakan wahana pembentukan dan pengembangan kepreribadian
serta perluasan wawasan, perhatian, pengetahuan dan pemikiran
mengenai berbagai gejala khususnya berkenaan dengan masalah-
masalah kemanusiaan, sosial, budaya dan peradaban manusia agar
daya tanggap, presepsi maupun penalaran yang berkaitan dengan
linkungan budaya dapat diperhalus yang ada dan yang timbul di
lingkungannya. Pemikiran rasional merupakan suatau proses berfikir
menurut suatu logika tertentu misal nya setiap budaya adalah "benar"

menurut lingkungan dimana masyarakat itu tinggal. Sedangkan



pemikiran irasional yang sering berkembang di masyarakat adalah
pemikiran yang berpangkal pada emosi. Sedangkan, pemikiran
kontrarasional merupakan suatau pemikiran yang berlawanan
dengan suatau keputusan rasional yang sudah disepakati sebelumnya
dengan baik.**

Didalam sosial budaya maupun ekonomi kehidupan masyarakat
Indonesia masih terdapat cara hidup yang masih sangat tradisional,
setengah modern dan selanjutnya moderen. Dimulai dengan cara
pencarian kehidupan ada yang dengan cara bercocok tanam,
bersawah menggunakan tenaga hewan (kerbau,sapi) juga alat-alat
sederhana yang digunakan seperti yang masih dapat dilihat didaerah-
daerah pedalaman masih mengunakan cangkul, gaharu bagi
penduduk khususnya yang tertinggal dan yang ada di pedalaman,
sedangkan penduduk yang lain mulai menggunakan peralatan yang
agak maju dan setengah modern, meliputi kemajuan teknologi seperti
alat penggarap tanah atau sawah dengan menggunakan traktor untuk
membantu pengerjaan sawahnya dan penggunaan irigasi dengan
mesin sederhana sampai pada peralatan yang modern. Mereka hidup
dan tinggal dirumah-rumah yang sederhana sampai dengan rumah
menengah dan rumah modern yang bisa dibeli atau dibangun sendiri.

Bangsa kita masih hidup dalam tahap negara berkembang sehinga

4 pandji Setijo, Op. Cit.,hIm. ix.



masih banyak rakyat yang berada dalam kemiskinan, meskipun telah
banyak juga yang hidup baik cukup sandang pangan dan papan,
namun sebagian masih hidup berada pada taraf hidup yang rendah
bahkan banyak yang masih serba kekurangan.*® Oleh karena itu
kehadiran Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat
diperlukan agar dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan masyarakat
untuk dapat memperoleh pengetahuan yang semakin hari semakin
cepat baik dibidang teknologi yang sekarang ini masuk dalam
teknologi digital 4.0 sedangkan dinegara lain seperti Japan sudah
mengunakan teknologi 5.0 maupun dibidang lainnya.

Pada globalisasi, perlindungan terhadap Hak Cipta adalah perlindungan hak
yang mengacu pada model yang pertama kali dikenal di belahan Dunia barat
(Amerika dan Eropa Barat). Negara yang lebih dahulu maju mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi diikuti dengan kemajuan dalam Dunia industri dan
perdagangan yang kesemua itu memunculkan hak-hak ekonomi (property right)
mengupayakan agar hak-hak tersebut dilindungi sejarah hukum dan kemudian
munculnya proteksi itu dalam bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(selanjutnya disingkat HKI) yang diwujudkan dalam bentuk aturan normatif.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*’ (selanjutnya

disingkat dengan UUHC) ini sudah cukup melindungi Hak Cipta hanya saja UUHC

4 pandji Setijo, Op. Cit., him. 96-97.

46 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Right), (Jakarta: P.T Raja
Grafindo Persada, 2016), him. 3.

47 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga masih ada pelanggaaran yang terjadi
dalama masyarakat sehingga menyebabkan kerugian nilai ekonomi berupa imbalan
uang atau royalti yang harusnya didapat oleh pencipta tidak mendapatkan manfaat
dari karya yang dihasilkan. Walaupun Hak Cipta tidak harus didaftarkan.
Kelemahan ini yang menjadikan perkembangan teknologi di Indonesia sedikit
terhambat bahkan teknologi di Indonesia masih menggantungkan kepada teknologi
yang berasal dari Negara maju melalui perjanjian lisensi, akibat masih ada ciptaan-
ciptaan yang berpotensi tidak terlindungi, bahkan yang paling merugikan adalah
jika ada negara lain yang mencoba mengambil manfaat dari ciptaan-ciptaan yang
seperti halnya pada kasus batik, tempe dan jamu-jamuan yang jelas pencipta
pertama adalah orang Indonesia, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Negara
ikut serta hadir untuk melindungi karya-karya Cipta masyarakat Indonesia dengan
instrumen yang telah dibuat seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.

Mengenai dampak globalisasi terhadap keberadaan UUHC. Globalisasi telah
mempengaruhi banyak negara di dunia melakukan pilihan kebijakan transpaltasi
hukum sebagai pilihan politik hukumnya. Hak Cipta yang meliputi ilmu
pengetahuan, seni sastra termasuk sinematografi tidak tumbuh secara linier dari
barat mengalir ke timur, tetapi tumbuh secara sporadis di berbagai belahan bumi.
Tumbuh seperti jamur di hutan belantara, tidak hanya putih, tetapi juga merah,
kuning, jinga bahkan ada yang hitam. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra tumbuh

penuh dengan warna-warni. Akan tetapi hukum yang mengaturnya tumbuh secara



linier, tumbuh menurut alam pikiran “Barat” yang materialis liberal mengalir
masuk ke belahan bumi timur.*8

Berdasarkan data yang ada Pemerintah Indonesia melalui Tim Nasional
Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di bawah naungan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, mengungkapkan keseriusan dalam menanggulangi tindak
pembajakan atau pelanggaran yang merugikan konsumen dan produsen pemegang
Hak Kekayaan Intelektual. Selanjutnya data yang diungkapkan oleh Mahkamah
Agung mengenai pelanggaran HKI pada tahun 2013 mencapai 57 kasus HKI dan
38 kasusnya adalah Hak Cipta.

Sementara itu Bareskrim Polri melakukan sweeping siaran ilegal yang diduga
dilakukan operator Wava T V kabel Ungaran di Kabupaten Semarang dan
sekitarnya, Selasa 28 Agustus 2018. Sweeping ini menindaklanjuti laporan MNC
Group atas redistribusi channel RCTI, MNCTV, GTV dan iNews.
Dalam sweeping tersebut, Bareskrim Polri mem-police line dan menggeledah serta
melakukan penyitaan terhadap dekoder, modulator, dan sejumlah kabel yang
digunakan untuk menyiarkan hak cipta milik MNC Group untuk kegiatan TV
berbayar. MNC Vision sebagai unit bisnis TV berbayar yang dimiliki MNC Group
mengapresiasi  kinerja kepolisian yang berkomitmen untuk memberantas
pembajakan siaran televisi berlangganan yang saat ini semakin marak. “Pihak
MNC Group sebagai korban dari pembajakan ini berharap pelaku pembajakan

dapat ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Corporate

4 OK Saidin, Op. Cit., him. 19.



Secretary PT MNC Sky Vision Tbk, Muharzi Hasril, Rabu (29/8/2018).%°

Data-data diatas menggambarkan bahwa pelanggaran Hak Cipta cukup
signifikan dibandingkan dengan pelanggaran HKI lainya. Masih ada beberapa
pelanggaran yang masih diselesaikan antara Indonesia dan Malaysia melalui
pendekatan secara diplomasi, seperti Tari Pendet, Reog Ponorogo, dan lain-lain
Masyarakat harus ingat kalau efek lain yang ditimbulkan dari hasil pembelian
barang bajakan Hak Cipta secara tidak langsung akan berdampak pada Pencipta
yaitu orang jadi malas berkreativitas, pembajakan sudah pasti merugikan sejumlah
pihak, negara sudah tentu dirugikan Karena tidak mendapatkan pemasukan dari
pajak penerimaan negara (PPN) lalu kalau di dunia music, kerugian bakal dialami
mulai dari si pencipta lagu, arranger, produser hingga penyanyi lagu tersebut. PT
Inter Sport Marketing sebagai pemegang lesensi World Cup 2014 untuk wilayah
Indonesia persetujuan dari FIFA untuk memberikan Hak Siar FTA (Free To Air)
kepada kedua setasiun televisi VIVA yaitu TV One dan ANTV mengenai
penayangan FIFA World Cup 2014 yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat
Indonesi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dapat disimpulkan adanya dengan
pelangaran Hak Cipta telah dilakukan oleh Hotel Vila Alila Soori melalui siaran
Free to Air yang ditayangkan TV One. Untuk pelanggaran badan siaran atas karya
siaran yang di perkarakan di Pengadilan Niaga baru kasus badan siaran atas karya

siaran FIFA yang ada.

“Shttps://nasional.sindonews.com/read/1334047/13/diduga-ilegal-bareskrim-polri-sita-perangkat-wava-
tv-cable-1535544146. Di unduh pada hari minggu 26 September 2019.
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Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual harus dapat ditangani secara
serius sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku, karena pelanggaran-
pelanggaran tidak semua bisa dibilang Pelanggaran Hak Cipta, untuk dapat
meminta pengantian hilangnya pendapatan nilai ekonomi berupa uang terhadap
lesensi Hak Siaran yang telah terdaftar. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Negara
Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dimaksud dengan:*

1) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar,
atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang
bersifat interatif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat
penerima siaran.

2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana
pemancaran dan /atau sarana transmisi didarat, di laut atau di antariksa
dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel,
dan /atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

3) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum
dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

4) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang,

yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan

% pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



5)

6)

7)

8)

9)

gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program
yang teratur dan berkesinambungan.

Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan
layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang
dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada
lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui
penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,
masyarakatkan, dan /atau mempromosikan barang atau jasa kepada
khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan
produk yang ditawarkan.

Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang
disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan
memperkenalkan, memasyarakatkan, dan /atau mempromosikan
gagasan, cita-cita, anjuran, dan /atau pesan-pesan lainnya kepada
masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan /atau
bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang
dipergunakan untuk penyiaran dan marambat di udara serta ruang
angkasa tanpa sarana pengantar buatan, merupakan ranah publik dan
sumber daya alam terbatas.

Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga

penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran



komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10) Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran
nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran
nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

11) Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah
kondisi informasi yang tertip, aturan, dan harmonis terutama mengenai
arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah,
antar wilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan Dunia
Internasional.

12) Pemerintah adalah Mentri atau penjabat lainnya yang ditunjuk oleh
Presiden atau Gubenur.

13) Komisi penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat
independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan
wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran
serta masyarakat di bidang penyiaran.

14) 1zin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara
kepada lembaga penyiaran.

Walaupun Republik Indonesia merupakan anggota peserta dari Paris Union,

bagi Indonesia masih ada kebebasan untuk mengatur undang-undang sendiri dan tetap



harus diperhatikan bahwa ketentuan-ketentuan dari pada Konvensi ini yang harus
ditaati tidak dilanggar oleh perundang-undangan Indonesia. Dengan semakin majunya
perkembangan teknologi, Indonesia harus terus melakukan inovasi-inovasi untuk
mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan permasalahan-
permasalahan hukum baru. Singkatnya Negara harus hadir untuk membuat instrumen-

instrumen dengan mengeluarkan undang-undang dan /atau instrumen reputasi lainya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini akan mengkaji dua
permasalahan hukum sebagai berikut:
1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hal siapa
oleh badan penyiaran yang telah tersdaftar dan memiliki lisensi yang sah
di Indonesia ?
2) Bagaimana penyelesaian sengketa hak penyiaran Piala Dunia FIFA di
Indonesia ?
1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan uraian tersebut dimuka, dibawah ini dikemukakan tujuan
penulisan adalah sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa penyiaran Piala Dunia antara

mitra bisnis dan bukan mitra bisnis FIFA di Indonesia.



2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap badan siaran yang

telah terdaftar dan sah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian guna penyusunan tesis harus diperhatikan
bahwa tesis merupakan suatu karya ilmiah yang harus disusun secara jelas, tegas,
logis, dan sistematis. Berdasarkan data-data yang diperoleh dan dapat diperinci
guna mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penulisan hukum doktriner atau penulisan perpustakaan ditujukan pada
peraturan-peraturan tertulis Dalam penulisan hukum normatif hukum yang tertulis
dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, perbandingan, struktur/ komposisi,
konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan
kekuatan mengikat suatu undang-undang. Sehingga dapat kita simpulkan pada

penulisan hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

1.5  Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini dibagi dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi
tentang:

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat dan sistematika penulisan.



BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori, pengertian dasar, pokok-
pokok teori yang relevan, subtansi hukum dan perundang-undangan, aturan lain yang

terkait, landasan konseptual.

BAB 11l METODOLOGI PENELITIAN

Dalam  bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai jenis
penelitian yang digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk memperoleh bahan
penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis
penelitian dan diakhiri dengan hambatan yang ada pada saat penelitian serta bagamana
penulis mengatasi dalam berbagai bentuk hambatan selama penelitian tersebut
berlangsung. Singkatnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang akan
digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul topik yang

telah dipilih dalam karya tulis ini.

BAB IV ANALISIS

Analisa penyelesaian sengketa hak penyiaran Piala Dunia antara mitra bisnis
dan bukan Mitra bisnis FIFA di Indonesia, bab ini yang berisi uraian yang akan
memberikan uraian atas pokok permasalahandan secara berurutan satu persatu
pokok permasalahan tersebut akan dibahas, yaitu mengenai bagaimana pengaturan
mengenai perlindungan hukum terhadap hak siar oleh badan penyiaran yang telah

terdaftar dan memiliki ~ lisensi  yang sah di Indonesia, bagaimana penyelesaian



sengketa hak penyiaran Piala Dunia antara mitra bisnis dan bukan mitra bisnis FIFA

di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan Penulisan, berisi
kesimpulan yang menjawab pokok Permasalahan dan juga berisi saran dari penulis

yang mungkin berguna dalam upaya pelaksanaan badan Siaran atas karya siaran.



